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ABSTRAK

Pendirian LPD di Bali diawali pada tahun 1983 dan sampai saat ini Lembaga Perkreditan
Desa atau yang dikenal sekarang sebagai Lembaga Labda Pacingkreman Desa memiliki visi
dan misi yang berkaitan erat dengan konsep Tri Hita Karana yaitu parhyangan, pawongan,
dan palemahan. Dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 menyatakan
bahwa LPD adalah lembaga keuangan milik desa Pakraman. Lembaga Perkreditan Desa
(LPD) Desa Adat Bayan didirikan berdasarkaan SK. Gubernur Nomor: 433/01-C/HK/2003,
merupakan lembaga keuangan milik Desa Adat Bayan. Melihat latar belakang pendidikan,
pengurus LPD mengalami kendala dalam menjalankan kewajibannya disebabkan belum
memiliki pengetahuan memadai mengenai pencatatan pembukuan (akuntansi) serta belum
cakap mengoperasionalkan komputer. Solusi yang ditawarkan adalah melakukan pelatihan
dan pendampingan penyusunan laporan keuangan serta memberikan pelatihan penggunaan
komputer untuk menyusun laporan keuangan.

Kata Kunci: Pelatihan, Pendampingan, Laporan Keuangan, LPD

PENDAHULUAN

Jenis-jenis lembaga tradisional dalam masyarakat Bali adalah desa, banjar, subak dan
sekehe. Bentuk lembaga tradisional atas dasar kesatuan wilayah disebut desa, konsep desa
memiliki pengertian yaitu desa adat dan desa dinas (Saputra dkk., 2019). Desa adat adalah
kesatuan masyarakat hubungan adat di daerah Bali yang memiliki kesatuan tradisi dan tata
krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun temurun dalam ikatan
kahyangan tiga yang memiliki wilayah tertentu dan harta kekayaan tersendiri serta berhak
mengurus rumah tangganya sendiri (Efferin, 2015). Landasan dasar dari desa adat di bali
adalah konsep Tri Hita Karana. Dengan mengadopsi konsep sekaa, banjar dan desa adat
yang telah tumbuh sejak lama di dalam masyarakat Bali, pada tahun 1983 Gubernur Provinsi
Bali pada masa tersebut yaitu Prof. Dr. Ida Bagus Mantra merumuskan gagasan untuk
membentuk sebuah lembaga keuangan berbasis adat dengan meluncurkan Lembaga
Perkreditan Desa (LPD) atau yang dikenal sekarang sebagai Lembaga Labda Pacingkreman
Desa (Juniariani & Saputra, 2020). Tujuan LPD yakni membantu desa adat dan krama desa
adat dalam pembangunan adat, budaya dan agama (Saputra dkk., 2019). Perkembangan
pengaturan/peraturan tentang LPD yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Bali, yaitu:

1. Surat Keputusan Kepala Daerah Tingkat | Bali N0.972 Tahun 1984, tanggal 1 Nopember
1984.

2. Diganti dengan Peraturan Daerah Tingkat |1 Bali No.2 Tahun 1988 tentang Lembaga
Perkreditan Desa
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3. Diganti dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali No.8 Tahun 2002 tentang Lembaga
Perkreditan Desa
4. Diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali No.3 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Provinsi Bali No.8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa
5. Diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali No.4 Tahun 2012 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali No.8 Tahun 2002 tentang Lembaga
Perkreditan Desa.
6. Perubahan ketiga yaitu Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Lembaga Perkreditan Desa
Perkembangan perubahan ataupun penggantian Perda tentang LPD menunjukkan
bahwa Pemerintah Provinsi Bali telah mewujudkan komitmen politik yang kuat untuk tetap
melindungi, mendukung dan memberikan pelayanan penguatan LPD sesuai dengan
perkembangan situasi, namun tetap memiliki karakteristik yang sesuai untuk mendukung
pembangunan Desa Pakraman dalam arti luas (Adiputra et al., 2014; Saputra et al., 2019).
Pada Perda LPD yang terbaru, terdapat perubahan mengenai pengertian LPD. LPD dalam
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 memiliki pengertian bahwa LPD adalah
lembaga keuangan milik desa pakraman (Atmadja & Saputra, 2014; Saputra, Sujana, et al.,
2018). Penegasan LPD sebagai duwe (milik) desa pakraman juga dapat dilihat dari hak dan
kewajiban yang timbul antara LPD dengan desa pakraman di Bali yang tidak ada di desa lain
di Indonesia (Suardikha, 2013).

LPD mempunyai visi dan misi yang berkaitan erat dengan konsep Tri Hita Karana
yaitu mengharmoniskan hubungan manusia dengan Tuhan (parhyangan), mengharmoniskan
hubungan manusia dengan manusia (pawongan) (Jayawarsa et al., 2020; Kamayanti, 2015),
dan mengharmoniskan hubungan manusia dengan lingkungan (palemahan). Berbeda dengan
BPR yang berbentuk badan hukum, yakni perseroan terbatas, melakukan kegiatan keuangan
dengan tujuan mendapatkan profit/keuntungan demi kepentingan pemegang saham/pemodal,
keuntungan LPD direncanakan untuk membangun kehidupan sosial budaya masyarakat Bali,
baik untuk pembangunan fisik maupun nonfisik (Atmadja et al., 2019; Kurniawan, 2016;
Saputra, 2012). LPD sebagai lembaga keuangan milik desa pakraman memiliki motif untuk
mensejahterakan kramadesa atau masyarakat desa yang ada disuatu daerah desa pakraman.
Sebagai lembaga keuangan desa, LPD juga memiliki fungsi untuk menghimpun dana dari
masyarakat desa pakraman dan menyalurkannya dalam bentuk kredit. LPD juga memerlukan
pengelolaan yang baik oleh prajuru LPD atau pengurus dan badan pengawas. Perkembangan
sebuah LPD bergantung pada SDM pengurusnya (Juniariani & Saputra, 2020; Saputra,
Trisnadewi, dkk., 2019; Suardikha, 2013).

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Bayan didirikan berdasarkaan SK.
Gubernur Nomor: 433/01-C/HK/2003, merupakan lembaga keuangan milik Desa Adat
Bayan. LPD Desa Adat Bayan berlokasi di Jalan Raya Marga-Apuan, Banjar Bayan, Desa
Tua, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Potensi Desa Adat Bayan terdiri
dari 1 (satu) banjar adat dengan jumlah penduduk asli sebanyak 450 Jiwa (122 KK). Sumber
daya manusia yang menjalankan operasional LPD Desa Adat Bayan terdiri dari 3 (tiga) orang
prajuru (pamucuk, panyarikan dan patengen). Sampai saat ini, produk-jasa layanan LPD
Desa Adat Bayan meliputi tabungan dan kredit (Atmadja & Saputra, 2017; Prafitri et al.,
2018).

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga
Perkreditan Desa Bab X Pasal 18 disebutkan bahwa Parjuru LPD wajib menyampaikan
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laporan pertanggungjawaban keuangan dan melihat latar belakang pendidikan, pengurus LPD
mengalami kendala dalam menjalankan kewajibannya. Pengurus belum memiliki
pengetahuan memadai mengenai pencatatan pembukuan (akuntansi) serta belum cakap
mengoperasionalkan komputer.

Gambar 1.1 LPD Desa Adat Bayan

Dari hasil observasi dan wawancara dengan pengurus LPD, terdapat beberapa
permasalahan yang dihadapi:
1. SDM LPD belum memiliki pengetahuan yang memadai mengenai tata cara pembukuan
2. SDM belum cakap mengoperasionalkan komputer
3. Sarana pendukung operasional masih minim, dalam hal ini belum memiliki alat
penyimpanan kas (brankas) yang mengakibatkan keamanan kas mitra belum memadai.

Dari permasalahan diatas, maka solusi penyelesaian masalah yang ditawarkan adalah:
1. Memberikan pelatihan dan diikuti pendampingan dalam penyusunan laporan keuangan
beserta dokumen pendukungnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
Memberikan pelatihan mengoperasionalkan komputer untuk laporan keuangan.
3. Memberikan alat penyimpanan uang (brankas) untuk menjaga keamanan kas mitra.

N

METODE PELAKSANAAN

Pengabdian masyarakat yang dilakukan melalui pemberdayaan SDM LPD Desa Adat
Bayan dengan tujuan mengatasi permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan operasonal.
Kegiatan yang dilakukan yakni:

1. Pelatihan dan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaksanaan pelatihan dan pendampingan ini dilakukan melalui pendekatan individual.
Pendekatan individual ini diawali dengan menggali pemahaman mitra berkaitan dengan
pembukuan, kemudian dilanjutkan dengan memberikan materi dan pemahaman secara umum
mengenai proses akuntansi, laporan keuangan, beserta dokumen pendukungnya (Lestari et
al., 2017; Spenkuch, 2017). Selanjutnya, mitra dituntun memahami pelaporan keuangan
sesuai dengan format dan ketentuan yang ditetapkan untuk LPD. Mitra diberikan penjelasan
tiap-tiap unsur laporan keuangan seperti neraca yang menunjukkan jumlah asset, kewajiban
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serta modal yang dimiliki, laporan laba rugi yang menunjukkan kinerja LPD dalam satu
periode (Istigomah, 2018; Riswan & Kesuma, 2014). Mitra juga diberikan penjelasan tata
cara menyusun dokumen pendukung seperti jurnal, buku besar, daftar nominatif kredit dan
simpanan untuk mengetahui nasabah, jumlah kredit yang disalurkan, jumlah dana yang
dihimpun dalam bentuk simpanan, serta rincian aset tetap yang dimiliki. Setelah memberikan
pemahaman, mitra dilatih membuat jurnal, buku besar, daftar nominatif, dan laporan
keuangan sesuai dengan data yang tersedia pada mitra (Frasti dkk., 2017).

Pendekatan ini bertujuan meningkatkan pengetahuan mitra tentang pembukuan/pelaporan
keuangan (Murti dkk., 2018). Pendampingan penyusunan laporan keuangan dilakukan oleh
tim pengusul (ketua pengusul). Mitra dibimbing dan didampingin untuk mencatat setiap
transaksi yang berkaitan dengan penerimaan kas serta pengeluaran kas terkait operasional,
membuat jurnal, buku besar, laporan keuangan beserta dokumen pendukungnya. Melalui
pelatihan yang diikuti pendampingan harapannya mitra mampu mandiri untuk menyusun
laporan keuangan sesuai ketentuan.

2. Pelatihan Pengoperasian Komputer

Mitra belum cakap mengoperasikan komputer. Hal ini disebabkan latar belakang
pendidikan dan lingkungan wilayah mitra yang sebagian besar bekerja disektor pertanian.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, tim pengusul (anggota) memberikan pelatihan untuk
mengoperasikan komputer (program excel dan word) untuk membantu menyusun laporan
keuangan (Pamungkas, 2018). Melalui pelatihan ini diharapkan mitra dapat menyusun
laporan keuangan dengan waktu lebih efisien dan memiliki data yang disimpan dalam bentuk
softcopy.

3. Pengadaan Peralatan Alat Penyimpanan Kas

Berdasarkan hasil survei lapangan diketahui bahwa dalam menjalankan operasionalnya,
mitra memiliki alat penyimpanan kas berupa brankas yang tidak dapat difungsikan
sebagaimana mestinya. Hal ini mengakibatkan keamanan kas belum memadai, mengingat
kondisi fisik kas yang sifatnya mudah dipindahtangankan dan disalahgunakan. Untuk
mengatasi permasalahan tersebut tim pengusul (ketua dan anggota) membantu dalam
penggadaan peralatan penyimpanan kas berupa brankas.

HASIL

Pelatihan penyusunan laporan keuangan dalam kegiatan ini sebagai berikut:

1. Pembuatan Buku Kas dan Laporan Harian Kas

Buku kas diperlukan bagi mitra sebagai informasi aliran kas masuk dan kas keluar
terkait operasional setiap harinya (Murti dkk., 2018). Catatan ini digunakan untuk mengontrol
jumlah kas yang ada dicatatan dengan fisiknya. Apabila jumlah kas telah sama antara catatan
dengan fisik, artinya segala transaksi pengeluaran dan pemasukan kas telah dicatat (Riswan
& Kesuma, 2014). Selanjutnya dibuat laporan harian kas per tanggal operasional yang
merinci nominal fisik uang beserta jumlah lembarnya. Setelah dilakukan pelatihan secara
tatap muka dengan prosedur kesehatan, mitra telah mampu membuat buku kas dan laporan
harian kas.
2. Pembuatan Daftar Nominatif

Daftar nominatif kredit dan simpanan dibuat untuk mengetahui nasabah, jumlah
kredit yang disalurkan, jumlah dana yang dihimpun dalam bentuk simpanan. Daftar nominatif
kredit dibuat dalam beberapa kolom yang memuat informasi nama debitur, alamat, jumlah

57 NI MADE SUINDARI, I GUSTI AGUNG AYU YULIARTIKA DEWI & A.APUTU AGUNG
MIRAH PURNAMA SARI



VOL. 01 NO. 03 - AGUSTUS 2021

E-ISSN 2797 006X

kredit, jangka waktu dan saldo pinjaman (Dwiharyadi dkk., 2012; Saputra, Anggiriawan,
dkk., 2018). Daftar nominatif tabungan juga dibuat dalam beberapa kolom yang memuat
informasi nama nasabah, alamat, jumlah tabungan. Setelah dilakukan pelatihan secara tatap
muka dengan prosedur kesehatan, mitra telah mampu membuat daftar nominatif kredit dan
tabungan (Rachmawati, 2016).
3. Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan laporan keuangan dimulai dari jurnal (catatan akuntansi yang pertama).
Dari informasi buku kas, transaksi kas masuk dan kas keluar diklasifikasikan berdasarkan
kode akun. Masing-masing akun dikumpulkan menjadi satu dan dihitung saldo akhirnya dkk.,
2019). Saldo akhir masing-masing akun disajikan sesuai klasifikasinya dalam laporan
keuangan. Akun yang bersifat riil (akun riil) disajikan dalam neraca dan akun yang bersifat
nominal (akun nominal) disajikan dalam laporan laba rugi. Setelah dilakukan pelatihan secara
tatap muka dengan prosedur kesehatan, mitra mulai mampu menyusun laporan keuangan
(Umboh et al., 2018).
4. Pelatihan Menggunakan Komputer

Penyusunan laporan keuangan melalui komputer, diawali dengan pelatihan
menginput data di dalam bentuk excel membuat daftar nominatif (kredit dan tabungan).
Hasilnya, keterampilan mitra menggunakan komputer meningkat. Untuk menyusun laporan
keuangan, tim pengabdi menyiapkan aplikasi excel (Mailoor dkk., 2003). Pelatihan
menggunakan aplikasi ini masih memerlukan pendampingan yang sampai saat ini masih
dilakukan. Perbandingan kemampuan mitra sebelum dan setelah kegiatan PKM disajikan
pada tabel berikut.

Tabel 1. Perbandingan Kemampuan Mitra

Keterangan Sebelum Pelatihan Setelah Pelatihan
Pembuatan buku kas dan Buku kas dibuat seadanya Buku kas dibuat lebih
laporan harian kas (belum dirinci) dan belum rinci, dan laporan harian

membuat laporan harian kas dibuat dan

kas ditandatangani pengurus
Pembuatan daftar Daftar nominatif dibuat Daftar nominatif dibuat
nominatif seadanya, informasi lebih rinci

belum rinci
Penyusunan laporan Pembuatan laporan Laporan keuangan
keuangan keuangan dibantu oleh disusun pengurus

pengawas LPD
Pelatihan menggunakan Belum fasih menginput  Mulai fasih menginput data
komputer data di komputer (excel) di komputer (excel)

5. Pengadaan sarana penyimpanan kas
Dalam menjalankan operasionalnya, mitra memiliki alat penyimpanan kas berupa
brankas yang tidak dapat difungsikan sebagaimana mestinya. Hal ini mengakibatkan
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keamanan kas belum memadai. Untuk mengatasi kendala tersebut, tim pengabdi melakukan
pengadaan brankas yang diserahkan kepada mitra.

Dokumentasi kegiatan pelatihan penyusunan laporan keuangan
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